
BUPATI TANA TORA.IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR Og TAHUN 2017

TENTANG

C

PELIMPAHAN KEWENANOAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN TERPADU SATU

PINTU I(ABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menirnbalg: a. balwa berdasarkan kctcntuan pasal 4 darl pasal 5 huruf d
angka 19 peraturan Dacra_h Kabupat&tt Tana Toraja Nomorl0 Tahun 2016 tentsng pembentukan dan Susunan
Orgalisasi perangkat Daerah, telal dibentuk Dinaspenanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pinru
Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai tugas membantu
dan mendukung Bupati Tana Toraja dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah bidang penaiaman modal darr
urusal pemerintahan bidalg sumber daya mineral;

b. bahwa untuk pela];ssnaarl tugas sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a, perlu pelimpahan kerrenangal pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada Dinas penana$aJr Modal
dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa berdassrkan pertimbangan sebagaimana dimaks ld
dalan .huruf a dan huruf b, perlu menetapkar peraturar
Bupati tentsng pelimpahan Kewenangan pelayanan perizinan
dan Non perizinan kepada Dinas penaraman Modat da_n
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah_daerah Tingkat U di Sulawesi lkmUaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
kmbaia.n Ncgara Rcpubtk Indonesia Nomor lg22);

2. Undang_UndangNomor 17 Tahun 2OO3 tantang Keuangan
Negara (l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3Nomor 47, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang_Undang Nomor 1 Taiun 2OO4 tentang

H::::,}ffiil,.:Tilfo"JT1Hn"_,^ffi *i.J""JilRepublik Indoncsia Nornor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang penanaman
Modal (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO7
Nomor 67, Tambahan Itmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia
Nomor 4724);

5. Undang-UndaDg Nomor 25 Talun 2OO9 tcntang pclaysnan
Publik (lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2OO9
Norlor 112, T&mballqn kmbarqn Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5O3B);

6. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO9 tcntang pajak Dacrai
dan Retribusi Daerah (lrmbaran Ncgara nepuUtit Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara
Rspublik Indonesia Nomor SO49);

7. Undang-Undang Nomor l2 taiun 20t t tentang pembcnrukan
Peraturan pcrundang-undangan (Lcmbararl Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor g2, Tambahan Lembaran
Ncgara Rspublik lndoncaia Nomor 5234);

8. Undaag-Undang Nomor 5 tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (L€mbaran Ncgara Republik Indonesia Ta_trun 2oiq
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Nega_ra Republik Indonesia
Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang peme.inra}lan
Daerah (Ifiba-rsr Ncgara Republik lndonesia Tahun 20 14
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagairnana telah diubah beberapa kah,
teralhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Taiun 2Ol5
tentang Perubalan Kcdua Atas Undang-Unda-og Nomor 23
Tahun 2014 tcntang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia TaIun 2O1S Nomor 58, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peratursn Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentana
Pcngclolaan Kcuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.40, Tambahan Irmbarar
Negara Republik Indqnesia Nomor 457g);

11. Pcraturan Pemcrintah Nomor lg Talun 20l6 rentang
Pcrangkat Dacr8.h (I€mbaran Ncgara Rcpublik Indonesis
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar.an Negara
Rcpublik Indoncsia Nomor 5887);

12. Pcraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang pelayanan
Pcrizinen Tcrpadu dibidang pcnarraman Model;

13. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Rcpublik Indoncsia tafrun 7O r s Nomor 2036) ;
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14. Pcrsturan Dacrah lGbupaten Tana To!-aja Nomorlo Tahun2016 tentang pimbentu&an darr Susunan 
""...*t"i 

O"".i
ll*nbararr Daerah l(abupaten Tana Toraja Tahun 2O16Nomor 10, Tambahsl Lcmbaran Deerah l(abupatcn TanaTorqia Nomor l9); ,

15. Pcraturar Bupati 1hna Torqja Nomor 53 Tahun 2016 tentansKedu&:kal, Susuian Organisasi, T\rgas dar *.;si 
';;J

Tata Kcrja Dinas plnanemaa Modal dan e"f"y.rr"rr'i..p"ar',
S€tu pintu Kabupaten Tana Toraja (i"no O"".JKabupaten Tana Toraja Tahun 20.16 Nomor 53 );

MEMUTUSXAN :

Menetapkan : pERATU.R.AN BUPATI TANA TORAJA TENIANG PELIMPAIIAN
KEU/ENANGAN PEIAYANAN PERIZNAN DAN NON PERIANAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalcsud dengal:

1. Daerah adalah Kabupaten TaIa Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyclenBgara

pemerintahan daerah yarrg memimpin pelaksanaanuru*'p.rn".rrrt"h"rr
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4, Sekretaris Da6ah adalah Sckrctaris Daerah Kabupatcn Tana Toraja.
5. Dinas Pcnananan Modal darr pclayalan Terpadu Satu pintu adaiah Dinas

Penanaman Modal d8n pclayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Tara
Toraia.

6' Izin adarah dokumen yang dikeruarkan oleh pemerintah Daerahberdasarkal pcraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupalanbukti legaiitas, mcnJ.atakan 6ah atau dipcrborchlcannra s"..o.a.rg .tat,
badan usaha untu.k melakukaa usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinar adalah pemb€rian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tcrtentu, baik dslan bentuk irir, *"uJrn tarda daftarusalls-

8. Non Perizinaa adatah pembenan rekomcndasi dan dokumen la.innyakcpade scscorang atau baderr hukurn Ettcnru.
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9. Penyelengga.raan Pelayalan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraa.n
pcrizinan y.rng proscs pcngclolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai tahap tcrbitrrya dokumen dilakukan secara tcrpadu dalam satu
pintu atau sstu trmpst.

lO.Tim Telrrris ada.lah kclompok kcrja yang tcrdiri dari unsur-unsur
Perangkat Daerah atau istrrrsi tcrkait yarg mcmpunyaj kcwcnangan
untuk membcrikan pclayanah pcrizinan.

I 1. Koordinasi adalah peran Bcrta para pcmangku kepentingan dalam menata
organisasi pcrangkat dacrah scbuai dcngan lingkup kewenangannya, baik
lintas sektor rla,upun anta.r strata peEerintaian.

l2.Intcgrasi adalah pcnyclcnggaraan fungsliungsi pcmerintahan Dacrah
yang dilaksanakan scca.ra tcrpadu dalam suaru organisasi pcrangkat
daerah.

13. Sinkronisasi adalah konsistcnsi dalam pcnataan organisasi pcrangkat
daerah sesuai dcngar norma, pdnsip dan standar yang berlaku.

14. Simplikasi adalah pcnycdqrhanaan pcnataan organisasi pcrangkar dacrah
yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

BAI} II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

a, terwujudnya pclayanan publik yang cepat, mura_h, mudah, rrarlsparar,
pasti dan terjangkau;

b. meningkatnya hak-hak masyarakat tcrhadap pelayanan publik.

BAI} III

PELIMPAI{AN KEWENANGAN JENIS PEI,AYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal 4

(f) Bupati meli:rrpahkan kewcnangan pelayana:r perizinan dan non perizinan
kepada Kepala Dinas Pcnanamart f@al dan pelayalan Terpadu Satu
Pintu.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adala]. untuk menjadi la_ndasan
hukum bagi Dinas penaiama:r Modal dan pelayaran Terpadu Satu pintu
da.lam memberikan pclayanan perizinan dan Non perizinal.

Passl 3

T\.tjua, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalall :
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(2) Berdasarkal pelimpahan kcwcnangal scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kcpata Dinas PcneDaman Modal dan pclayanar Terpadu Satu pintu
berwenang dalam mcmproocs informasi layanan perizinan dan non
pcrizinan, pclayanan adminigtrasi, pcnandatanganan dokumcn penzinan
dal non pcrizinan, pcnanganan pcngadual masyarakat, pclal<sanaan
penilaian kine{e aparetur dan indcks kepuasan masya-rakat di lingkungan
Dinas Penananen Modal dan pcLayanan Tcrpadu Satu pintu.

(3) Pcnalrdatangaran dokumcn pcrizinan dart non pcrizinan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.

(4) Jenis pclayanan perizinan dan non pcrizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

1. Izin Penclitian;

2, ldr. Iembaga Pelatihan Swasta;

3. Izin Pengerahan Tcnags. Kcrja;
4. Surat Kctrrangsn Pengumpulan Bsrang dan Uang;
5. Izin Pendirian Panti;

6. Izin Usaha Perikalan;
7. Izin Rumah Potong Hewan;

8. Izin Tempat Potong Unggas;

9. Izin Temak Kecil;

lO. Izin Pembenrukan Kopcrasi;

11. lzin Usaha Simpan Pinjam;
12. Izin Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras;
1.3. Izin Pendirian Kios Saprodi (F,rrpuk dan Obat-Obatan);
14. Izin Perjalanan Wisata;

15. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;

16. Izin Usala Daya Tafik Wisata;

17. Izin Usaha Hiburan;
18. Izin Kawasan Pariwisata;

19. Izin Operasional SekoIaI;
20. Izin Pendirian L,embaga pendidikan Non Formal;
21. Izin cangguan/ Surat lzinTcmpat Usana (HO);

22- lzil) Tempat Penjua.lan Minuman Beralkohol;
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

24. Tarda Daftar perusahaan (TDp);

25. Surat Izio Usaha perdagangan (SIUp);
26. Surat lzin Usaha perdagangan Minurnal Beralkohol (SIUP-MB);
27. 'lan.da Daftar Industri fIDI)i

29. lzirt Usaha produksi;

C
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Dalam melatsa,a-kan kewenangan sebagaimaaa di ma-ksud dalam pasal 4,Dinas Penanaman Moda.l darr pelayanan Terpadu Satu pintu berkewajibanuntuk :

a. memperhatikan dan mencrapkan prinsip pelayanar publik;
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai daripermohona, sampai dengan penyeraran izin kepada pemohon sesuai

dengan ketentuan peraturan perurdang-urdargan;
c menetapkan kelengkapa' persyiratan administrasi perizinan dan nonperizinan;

d menyampaikar: laporan perayanan perizinan dan non penzinan sefiapbulannya kepada Bupati dan instansi terkait tainnya.
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30. Izin Trayek/ Kartu pengawasan;

31. Izin Usaha Angkutan;
32. Izin Insidcntil;
33. Surat Ketcrslgar pcmesaItg€n Kaca Film;
34, Izin pcndirian Mcnara Tclekomunikasi;
35. Izin Usaha Intcmct;
36. Izin Usahe Jasa Kon8truksi (IUJK);
37. Izin Reklane;
38. Izin Opcrasional Runah Sakit;
39. Izin Laboratorium Klinik;
40. Izin Flaktek Bidan;
41. Izi! praktek Doliiter;
42. Izin praktek Bersama;
43. Izin Refraksionis Optisen;
44. lzin Pengobatan Tradisional;
45. Izin Praldi.k Fisioterapi;
46. I^n Kerja Radiografer;
47. Izin Keia perawat;

48. Izin Tenaga Tcknis Kcfarmasian;
49. Izin haktek Apoteker;

50. Izin Terdaftar Depot Air Minum;
5r. Izin Klinik;
52. Izin Penyetenggaraan Optikal;
53. Izin Toko Obat;

54. Izin Apotek.

pasal SC
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*ffi[ffi.H"#fr*#
(2) Hasil pemungutan pendao,.*"-;;;-*#,"ff lH,J"n#ji,.LX.:mn.:*J:

(3) Dinas penanaman ,*, 
-o"t 'I'tnis perizinan dar ion perizinar,.

:neny:tol 
setiap pe""r,","" #.iil?ffi 

" 
IHL :il"ffi#fkepada Bcndahara Umum Dr

setiap burannya u*.i. ""il',L*"rll?_illffifr:tr ;lJ:iterkait-

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa.l 8

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitka! sebelum ditetapkannya

Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhimya masa berlaku

Peiizinar dal Non PcrizLEn dimaksud dan selanjutlya meoyesuaikart

,/

Pembinaan dan pcngawasaa terhadap pelaksalaan perizinan dan ron
perizinan yang telal di terbitlan menjadi kewenangan Perangkat rlaerah atau

instansi terkait menurut bidang dan jenisnya masing-masing.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal I
Pada saat Pcratu!6-n Bupati ini mulai bcrlaku, pcraturan Bupati Nomor 2lTahun 2014 tentarg pelimpahan Kcwcnangan pelayeran perizinan dan Non
Pqrizina.n kcpada Kaltor pelayanan pcrizinan Terpadu Kabupatcn Tana

Hlli[ffi:rah trGbuPat'n rena rorqia rahun ;014 Nomo43]] 
$icabut

, Pasal 10

Peraturan Bupati ini mu.lai bcrl,al<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, fnemerintahkan pengundangan pcratu.a,
Bupati ini dengan pencmpatamya dslan Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

C Ditetapkan di Makale
pada tanggal Ul ncj gprT

A TORA"'A,

BI GKANAE
Diundangkan di Maka.le
pada tarssal 0q Net AOI?.

KAE}UPATEN TANA TORAJA,

SIRANTE

BERTTA DAERAH KATIUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2Ol7 NOMOR CIS ,

Plh
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